PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 77z TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsA

BUPATI KAUR,

a. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jendra] Hak Asasi

I

Manusia Nomor Ham-HH 05.02.01 tanggal 21 Februari
2018 dan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Kantor Wilayah  Bengkulu Nomor W.8
HA.03.02.64 tanggal 20 Maret 2018, hal wusulan
Perubahan Nomenklatur Biro/Bagian Hukum dj
Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

bahwa untuk memenuhj ketentuan pasal 6 Peraturan
Bupati Kaur nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 tahun 2016
tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur, dan ketentuan pasal & Peraturan
Bupati Kaur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun
2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kaur;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kaur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Kaur.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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3.

10.

Undang—Undang Nomor 3 Tah
un 2003 te
Pembentukan Kabupaten Mukumukn, Kabugatatgf

di Provinsi Bengluly
donesia Tahun 2003

Indonesia Nomor 4266), Republik

Undang-Undang Nomor 1
Pembentukan Peraturan

Ungiangufjndang Nomor 33 Tahun 2004
Penml_:-angan Keuangan antara Pemerintah Pygat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004  Nomoy 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang

Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun

2016 Nomor 466);
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12. Peraturan Bupati Kaur Ng
maor 43 Tahun 2010 tentan
Perubahan Kedug Atas Peraturan Bupati Kaur Nomo%

69 Tahun 2016 tentang Susuna
n Struktur O isasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur. Ll

MEMUTUSKAN:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kaur
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2017 Nomor 482), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 bagian b dan

huruf ¢ angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi 3 (tiga) Bagian, terdiri dari:
1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
a) sub bagian politik dan pemerintahan umum:
b) sub bagian bina administrasi kewilayahan;
c) sub bagian otonomi daerah.
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian, terdiri dari:
a) sub bagian keagamaan;
b) sub bagian pendidikan, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olahraga;
c) sub bagian kesehatan, sosial, pengendalian
‘ penduduk dan keluarga berencana (P2KB) serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak (P3A) dan penanganan narkoba. _
3) Bagian Hukum dan HAM, membawahi 3 (tiga) Sub
Bagian, terdiri dari:
aj sub bagian perundang-undangan; _
b) sub bagian bantuan hukum dan hak asasi

manusia;
c) sub Dbagian dokumentasi dan penyuluhan

hukum.
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c. Asisten Perekonomian dan Pembangunarn, membawahi

3 (tiga) Bagi n terdiri dari :
1}[ éﬂéﬂﬂrekongmiu dan Sumber Daya Alam,
membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dart:
a) sub bagian perekunnmi;m_; 1
b) sub bagian koordinasi penanaman modal,
perizinan dan badan usaha milik daerah (BUMD);
c) sub bagian sumber daya alam. _
2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi 3
(tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
a) sub bagian bina program; '
b) sub  bagian monitoring  dan  evaluasi
pembangunan;
c) sub bagian infrastruktur. ,
3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi 3
(tiga) Sub Bagian, terdiri dari: _
a} sub bagian pes gelolaan pengadaan barang [ jasa;
b) sub bagian pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik;
c) sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa.

. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga)

Bagian terdiri dari :
(1) Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian,
terdiri dari:
a) sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
b) sub bagian administrasi keuangan;
c) sub bagian tata usaha dan kepegawaian.
(2) Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi 3
(tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
a) sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan;
b) sub bagian pengembangan kinerja;
c) sub bagian ketatalaksanaan.
(3) Bagian Humas dan Protokol, membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian, terdiri dari:
a) sub bagian humas;
b) sub bagian protokol;
c) sub bagian tata usaha pimpinan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Ketentuan Pasal 6 huruf ¢ angka 2 diubah, sehingga

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

da.

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi 3

(tiga) Sub Bagian, terdiri dari:

1) Sub Bagian Politik dan Pemerintahan Umum;
2) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;
3) Sub Bagian Otonomi Daerah.
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b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, me

l:“.'.l}

mbawahi 3 (tiga) Sub
Bagian, terdiri dari:

1) Sub Bagian Keagamaarn,

2) Sub Bagian Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga; ' '
3) Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (P2KB) serta Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan
Penanganan Narkoba. _ .
Bagian Hukum dan HAM, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian,
terdiri dari:
1) Sub Bagian Perundang-undangan; : _
9) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

Kebudayaan, Pariwisata,

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat {2) diubal, sehingga
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Kepala Bagian Hukum dan HAM, mempunyai tugas

(2)

menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum,
penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan
hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan
informasi hukum serta penyuluhan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bagian Hulkum dan HAM

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bagian
hukum dan BAM,

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan
publik dan standar operasional prosedur di bagian
hukum dan HAM;

c. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,

bantuan hukum dan HAM, serta administrasi
dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebjakan

pemerintah daerah  dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta
administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan
evaluasi hukum,;

e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-
undgn_gan, bantuan hukum dan HAM, serta
administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan
evaluasi hukum;

f. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dalam penyusunan peraturan
pzrundat:rlg—unéiangan bantuan hukum dan HAM, serta
administrasi dokumentasi :
P entasi, penyuluhan hukum dan

=N
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(2)

g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan penyusunan peraturan pﬁrﬂﬂdﬂﬂg-lmqa:nganf
bantuan hukum dan HAM, serta admimstrasl
dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibernkan
atasan.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempl.:myaj
tugas merencanakan kegiatan mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas,
fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan
penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan
perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan
pemerintah kabupaten serta pemajuan hak asasi manusia.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di sub bagian
bantuan hukum dan HAM;

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan
publik dan standar operasional prosedur di sub bagian
bantuan hukum dan HAM;

c. penyusunan perencanaan kegiatan sub bagian bantuan
hukum dan HAM;

d. fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis penyelesaian sengketa hukum, pemberian
bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur
di lingkungan pemerintah kabupaten serta pemajuan
hak asasi manusia;

e. pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan
perundang-undangan lainnya;

f. pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan
hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah
kabupaten ;

g. pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan,
per'fimbangan, pengkajian produk hukum dan
perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan
pihak ketiga;

h. Felaksa:naan koordinasi dan konsultasi dengan semua
instansi dalam rangka pemberian pertimbangan dan
bantuan hukum;

i. fa&ilitas} pembinaan penyelesaian sengketa hukum,
pemberian bantl.}an dan perlindungan hukum pada
semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten
serta pemajuan hak asasi manusia;

j- pengumpulan, pengelolaan bahan yang berhubungan
dengan hak asasi manusia;
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k. fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah terhadap

hak asasi manusia;
1. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan sub bagian bantuan hukum; :dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

ajasan.

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga)
Bagian terdiri dari :

1)

2)

(1)

(2)

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:

a) Sub Bagian Perekonomian;

b) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal, Perizinan
dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.

Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi 3 (tiga)

Sub Bagian, terdiri dari:

a) Sub Bagian Bina Program;

b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;

c) Sub Bagian Infrastruktur.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi 3 (tiga) Sub

Bagian, terdiri dari:

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b} Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
menyiapkan perumusan program dan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan, adminisirasi dan (eknis
serta pembinaan, peningkatan sumberdaya layanan
pengadaan barang/jasa.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
menyelenggarakan fungsi:
4. penyusunan remncana laksan i i
" pengadaan barang/ jasa;pE el
. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayan
publik dan standar operasi  gian
D barang,‘jasal;x asional prosedur di bagian
c. penylapan penyusuna iatan bagi
e e tp;eargnug”as;l; program dan kegiatan bagian

%



(1)

(2)

pam

d. penylapan perumusan Fcbijakan, teknis layaléan
pengadaan dan pengendalian program, n"fomtnru'lg an
evaluasi pelaksanaan pcngadaan_ba:angj jasa; -

€. pengkﬂordinasian program kegiatan _serta petunjuk
teknis pengendalian programi, mi::mturmg dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barapg;’ jasa;
pengajuan usul dan pertimbangan penga:_ngkatar_l,
pemberhentian anggota kelompok kerja (Pokja) kerja
kepada Bupati; ‘
pengelolaan pengadaan barang/jasa; -

. pengelolaan layanan pengadaan secara elﬂktrfamk,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa,
penugasan, penempatan dan pemindahan
personil/anggota kelompok kerja _[Pnkja] :

k. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan da_n:
pengendalian  program, monitoring dan evaluasi
pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan secara
elektronik; B

1. pelaksanaan dan penyiapan rancangan kebijakan
pengadaan barang/ jasa pemerintah dan layanan
pengadaan secara elektronik;

m. pengumpulan dan pengkajian aturan panmc}ang-
undangan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
dan layanan pengadaan secara elektronik;

n. fasilitasi proses pemilihan, penyedia pengadaan
barang/jasa pemerintah yang diimplementasikan oleh
kelompok kerja (Pokja);

o. fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);

p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
bagian pengadaan barang/jasa; dan

q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
atasan.

=

-

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan,

monitoring dan evaluasi layanan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan

Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang/.Jasa;

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan
publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
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(1)

(2)

c. penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

d. pelaksanaan inventarisasi paket penga:
barang/jasa; o o

e. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang /jasa;

f. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

penyiapan dan pengelolaan dokumen pe_mmhan peseﬁa

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang

dibutuhkan; _ _ ‘

h. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; _

i. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik
lokal/sektoral;

j. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak
pengadaan barang /jasa pemerintah;

k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah;

1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
atasan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan
pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungst:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan
publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;

d. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

e. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa;

f. pengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem
informasi;

g. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh
UKPB.J;

h. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa

‘ pemerintah kepada masyarakat luas;

i. pengelolaan informasi kontrak;

j. mengelola informasi mangjemen barang/jasa hasil
pengadaan
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k. pengumpulan dan pengkajian aturan per:undaﬂg—
undangan urusan layanan pengadaan barang/jasa;

. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik; dan o
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

atasan.

9. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32
(1) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan bahan  perumusan, pengkoordinasian,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pembinaan  dan advokasi pengadaan barang/jasa

Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik
dan standar operasional prosedur di Sub Bagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

c. penyiapan penyusunan rencana program  dan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

d. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dan personal UKPBJ;

e. pengelolaan manajemen pengetahuan  pengadaan

barang/jasa;

f. pembinaan hubungan dengan para pemangku
kepentingan;

g. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
UKPBJ;

h. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;

i. pengelolaan personil UKPBJ;

j. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;

k. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan

secara elektronik;

I peng&lﬂli.a_ﬂ_tl dan pengukuran kinerja pengadaan
ba_a_rang;’ jasa Pemerintah;

m. bimbingan teknis pendampingan dan/atau konsultasi
proses pengadaa_n barang/jasa pemerintah di
gngkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan
esa;

n. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan

barang/jasa Pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-
katalog, e-monev, SIKaP; :
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0. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;

p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian  Pembinaan dan  Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
atasan,

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal & Aqustus 2019

/) BUP, TIKA.URT

ot [
([ GUS PAUSI

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal, 4 Aqusfus 2019
SEKRETARIS DAERAH,
KARUPATEN KAUR

[

H. NANDAR ADI, S.Sos., M.Si.
Pembina U a Madya. IV/d
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